
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: ~~ TAHUN 2017

TENTANG

Pt=NJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DrNAS LlNGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
KASUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSIRAWASUTARA,

Menilnbang a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf d, angka 10
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah dan ketentuan
Pasal 34 Peraturan Supati Musi Rawas Utara Nomor 67
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ke~a
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara maka perlu
adanya penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan
Hidup dan Pertanahan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup dan Pertanahan perlu di .atur dan
ditetapkan dengan Peraturan Supati;

Mengingat 1. Undang-Undang RepubJik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013
tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5494);

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara. (Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana te/ah diubah beberapa kali,

. terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang
Petubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repub/ik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang
Penjabaran atau pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Ungkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor P.74/Menlhkl Setjen/Kum.11812016 tentang
Pedoman Nomenklatur Peranqkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten I Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidanq Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang
Kehutanan;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3
Tahun 2016Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara ( Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016 Nomor 67 );.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPAT' KABUPATEN MUS' RAWAS UTARA
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI CINAS
LlNGKUNGAN HIDUP & PERTANAHAN KABUPATEN MUSI

RAWASUTARA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1·

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupatiadalah Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Sekretaris Daerahadalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan

. PertanahanKabupaten Musi Rawas Utara.
6. Kepala Dlnas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi

Rawas Utara.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kabupaten Musi Rawas Utara.
8. Bidang adalah Sidang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi

Rawas Utara.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan

Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara.

10. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan
Pertanahan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas an selanlutn a disin kat UPTD adalah Unit Pelaksana



12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Iingkungan
Dinas Lingkungan Hldup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB II

$USUNAN ORGANISASI

Pasal2

(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat yang
membawahi Subbagian-Subbagian, dan ,Bidang yang masing-masing Bidang
membawahi Seksi.

(2). Unit Pelaksana TeI<:nis(UPT).
(3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal3

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1), membawahi :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Perencanaan.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1), terdiri dati:

a. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH, membawahi:

a) Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan;
b) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan

c) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
b. Bidang Penqelola Sampah, Limbah a3 & Peningkatan Kapasitas, membawahi :

a) Seksi Pengelolaan Sampah;

b) Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,
membawahi:
a) Seksi Pencernaran Lingkungan;

b) Seksi Kerusakan Lingkungan; dan

c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

d. Bidang Pertanahan, membawahi:
a) Seksi Permasalahan Tanah;

b) Seksi Inventarisasi Tanah; dan

c) Seksi Pengadaan Tanah



(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan dalam
pelaksanaan tugasnyasecara administratif di koardinasikan oleh Sekretaris.

(5) . Subbagian dipimpin oleh Kepala SUbbagianyang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.

(6)· Seksidipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

(7) UPT Dinas, selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang pembentukan dan
tugas pokok dan fungsinya.

BABII!
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagiail Kesatu Kepala Dinas

Pasal4

Kepala Dinas Lingkurlgan Hidup dan Pertanahan Daerah mempunyai tugas pokok
rnemiiTlpin,mengatur,mernbina,mengendalikan, mengkoordinasikan dan merumuskan sera
rnempertanggOngjawabkari kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah yang bersifat di bidang lingkungan hidup dan pertanahan dalam hal fungsi
perlindungan, pembinaan, pelayanan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dan

pertanahan,

Pasal5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas
mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penetapan visi, misidan rencana strategis dan program kerja dinas;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Iingkungan hidup dan pertanahan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja

AnggaranlDokumen Pelaksanaan Anggaran(RKAlDPA) dan Penetapan Kinerja
Dinas;

d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta

birnbingan dibidang Iingkungan hidup dan pertanahan;

e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait;

. f. Pelaksanaan kerjasamalkemitraan dengan Lembaga penelitian/pengkajian bidang



g. Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan/atau Swasta sesual ketentuan yang
berlaku;

h. Pemberian pertimbangan terhadap penerapan perijinan serta rekomendasi teknis
tertentu yang berdarnpak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai
peraturan perundang-undarigan yang berlaku;

i. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran,
kerLJsakan lingkungan· dan pemulihan kualitas lingkungan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

j. Pel'nberian fasilitas dan bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan
pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;

k. Pelaksanaan peningkatan partislpasl masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
hidup;

I. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan
lingkungan;

rn. Pelaksanaan pembinaan dan penqembanqan 8umber Oaya Manusia (80M) Kantor;
n. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas;
o. Pefaksanaan monitoring dan evaluasi dibidarig lingkungan hidup dan pertanahan;
p. PeJaporanpelaksanaan tugas kepada Bupati rnelalui 8ekretaris Daerah;
q. Pelaksanaantugas-tugaslain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan

umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Pasal7.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi : -

a. Penetapan penyusunan rencana program kerja pengelolaan pelayanan
kesekretariatan;

b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program kegiatan dan
penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;

c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif badan;



d. Penetapan rumusan kebijakan pengeJoJaanadministrasi umum dan rumah tangga
badan;

e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
serta hubungan masyarakat;

f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. Penetapan rumusan kebijakanadministrasi penqelolaan keuangan;
h. Penetapan rumusankebijakan peJaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

peJaksanaantugas badan;
i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas

badan;
j. Penetapan rumusankebijakan penqkocrdlnaslan. penyusuanan dan penyampaian

bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan;
k. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
I. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
m.Pelaksanaan tugaskedinasan lain sesual dengan bidang tugas dan fungsinya;
n. Pelaksanaan koordinasl, kerjasarna dan kemitraan dengan unit

kerjaiinstansillembaga atau pihak .ketiga di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan.

Pasal8

(1) Sub Bagian Umumdan·Kepegawaian mempunyai tugas :
a. Penyusunan rencana program kerja operaslonal kegiatan pelayanan

administrasi umum dan kerumahtanggaan serta admlnistrasl kepegawaian;
b. Pelaksanaan dan pelayanan serta pengelolaan ketatausahaan badan;
c. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah

dinas danpengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
d. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
e. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan

kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan badan;
f. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan serta pengendalian administrasi

perjalanan dinas;
g. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
h. Pelaksanaandan pelayanan hubungan masyarakat;
i. Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan,keamanan dan ketertiban kantor;
j. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan

kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
k. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana

perlengkapan kantor;
I. Pelaksanaan pengadaan, penyirnpanan, pendistribusian dan inventarisasi

perlengkapankantor;
m. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan peJaksanaan

tugas badan;
n. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas badan;
o. Pelaksariaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasi peraturan

perundang-undangan;
p. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeJiharaandata

serta dokumentasi kepegawaian;



q. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasl kepegawaian yang meliputi
kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta
peningkatan kesejahteraan pegawai;

r, Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi
kenalkan pang kat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta
peningkatan kesejahteraan pegawai;

s. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan
struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;

t. Fasilitas pernbinaan umum kepegawaian dan pengembangan karir serta disiplin
pegawai;

u. Penyusunan dan penyiapan pengurusan admlnistrasi pensiun dan cuti pegawai;
v, Pengkoordinasian penyusunan administrasi SKP, DUK, sumpah/janji pegawal;
w. Pelaksanaan evaluasl dan peJaporan pelaksanaan tugas;
x, Pelaksanaan tugas,kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
y. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan

serta edmlnletrasl kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
dan

z. Pelaksanaaan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan
administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan badan;

b. Pelaksanaan penqurnpulan bahan anggaran badan;
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan

belanja;
d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta

tunjangan daerah;
e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program

administrasi pengelolaan keuangan;
f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran· pendapatan dan be/anja

Badan;
g. Pembinaan adrninistrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan

administrasi akuntansi anggaran pendapatan dan be/anja;
h. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan

belanja 8adan; ,
i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja

pengelo/aan kuangan dengan para kepa/a bidang di lingkungan badan;
j. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung

. pe/aksanaan tugas pengelolaan keuangan;
k. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan

anggaran pelaksanaan tugas .badan;
I. Pelaksanaari penyusunan rencana fasilitas pendukung pelaksanaan tugas

pengelolaan keuangan;
rn, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
o. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungJawaban

pengelolaan keuangan dan sub unit kerja lainnya di lingkungan badan; dan
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.



(3) SubBagian Perencanaan mempunyai tugas·:

Subbagian perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan
rencana dan program badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

sebagaimana diatas, subbagian perencanaan menjalankan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan
pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja badan;

b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja
badan;

c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis badan;
d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

penunjang pelaksanaan tugas;
eo Pelaksanaan evaluast dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f .. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan biqang tugas dan fungsinya;
g. Pe/aksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub

unit kerja lain di lingkungan dinas.

Bagian Keempat

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH

Pasal9

Bidang penataan dan penaatan PPLH mempunyai tugas menyiapkan bahan

pertimbangan untuk penyusunan rencana operasional penataan dan penaatan PPLH.

Pasal10

-. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang Penataan

dan Penaatan PPLH menyelenggarakan fungsi :

1)lnventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;

2) Penyusunan dokumen RPPLH;

3) Koordinasidan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;

4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaanRPPLH;

5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup;

7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme

insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

8) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

9) Penyusunan NSDA dan LH;

10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;



12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;

14) Pengesahan K?lJianLingkungan Hidup Strategis;

15) .Fasilitasi keterlibatan rnasyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS ;

17) Pemantauan dan evaluasi KLHS;

18) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan

Iingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izinlingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);

19) Penllalan terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKUUPL);

20) Penyusunan tim kaJian dokumen lingkungan· hidup yang transparan (komisi penilai,

tim pakar dan konsultan);

21) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian

pengaduan masyarakat;

22) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai

dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

23) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

24) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;

25) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut

pengaduan;

26) Penyelesaian sengketa Iingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui

pengadilan;

27) Sosialisasi tata cara pengaduan;

28) Perigembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha

atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

29) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang

memiliki izin Iingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

30) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan

dan pengelolaan lingkungan;

31) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin

lingkungan dan lzin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

32) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup

Daerah;

33) Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum Iingkungan

34) Pembentukantim monitoring dan koordinasi penegakan hokum;

35) Pelaksanaan. penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

36) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan

37) Penanoanan barana bukti dan oenanaanan hukum oidana secara teroadu.



(1) Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan

Seksi perencanaan dan pengkajian darnpak lingkungan mempunyai tugas pokok

merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan

dan pengkajian dampak Iingkungan. Dalam melaksanakan tugas fungsinya diatas,

seksi perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan rnempunyai fungsi :

a) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;

b) Penyusunan dokurnen RPPLH;

c) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalamRPJP dan RPJM;

d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaanRPPLH;

e) Penentuan daya ,dukung dan daya tampung Iingkungan hidup;

f) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup;

g) Penyusunan instrumen ekonornl Iingkungan hidup (PDB & PDRB hijau,

mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

h) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

i) Penyusunan NSDA dan LH;

j) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;

k) Penyusunah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

I) S6sialisasi kepadapemangku kepentingan tentang RPPLH;

m) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;

n) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

0) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

p) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

q) Pemantauan dan evaluasi KLHS;

r) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko

LH);

s) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKUUPL);

t) Penyusunan tim kajian dokumen Iingkungan hidup yang transparan (komisi

penilai, tim pakar dan konsultan); dan

(2) Seksi Penqaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan mempunyai tug as pokok

merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengaduan dan

penyelesaian sengketa Iingkungan. Dalam melaksanakan tugas fungsinya diatas,

seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan mempunyai fungsi :

a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian

pengaduan masyarakat;



·b) FasiJitasipenerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai
dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d) Penyusllnan rekomendasitindaklanjuthasil verifikasi pengaduan;
e) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak

lanjut pengaduan;

f) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui
pengadilan;

g) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
h)Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas

usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(3) Seksi Peneqakan HukumLingkungan
Seksi penegakanhukum lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penegakan hukum lingkungan.
Dalam melaksanakan tugas fungsinya diatas, seksi penegakan hukum lingkungan
mempunyai fungsi :
a) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang

memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

b) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
c) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin

lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
d) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup

Daerah;

e) Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum Iingkungan;
f) Pembentukan tim monitoring dankoordinasi penegakan hukum;

g) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan
PengeloJaan Lingkungan Hidup;

h) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran Iingkungan hidup; dan
i) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

8agian Kelima

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah 83 dan Peningkatan Kapasitas
Pasal11

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas



Pasal12

balam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dlatas, bidang pengeloJaan

sampah, limbah 83 dan peningkatan kapasitas menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;

2) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap

kurun waktu tertentu;

3) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;

4) Pembinaan pembatasan tlmbunan sampah kepada produsen/industry;

5) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai

olehproses alam;

6) Pembinaan pendaur ulangan sampah;

7) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

8) Pembinaan pemanfaatan kernbali sarnpah dari produk dan kemasan prod uk;

9) Perumusan kebijakan penanganan sarnpah di kabupaten/kota;

10) Koordlnasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir

sampah;

11) Penyediaan sarpras penanganan sampah:

12) Pernungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

13) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

14) Pengawasan terhadaptempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open

dumping;

15) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

16) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

17) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota laindan kemitraan dengan badan

usaha pengelola sampah dalarn menyelenggarakan pengelolaan sampah;

18) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

19) Penyusunan kebijakan perizinan penqolahan sampah, pengangkutan sampah dan

pemrosesan akhir sampan yang diselenggarakan oleh swasta;

20) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan

pemrosesan akhlr sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

21) Perumusan kebijakanpembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah

yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

22) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang

dilaksanakan oleh plhak lain (badan usaha);

23) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara Iimbah 83

(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah



24) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara Iimbah 83 dalam satu daerah
Kabupaten/Kota;

25) .Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah 83
dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

26) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan Iimbah 83. .
(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah
KabupatenlKota;

27) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul Iimbah 83
28) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah 83 menggunakan alat angkut roda 3

(tiga) dilakukan dalam satu daerahKabupaten/Kota;

29) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah 83 dilakukan dalam satu daerah

Kabupaten/Kota; 30) Pelaksanaan perizinan penguburan Iimbah 83 medis;

31) Pernantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan

dan penimbunan limbah 83;

32) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan

lokal atau penqetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

33) Idetltifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan

keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

34) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan

hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

35) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;

36) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

37) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

38) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;

39) Periyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,. pengembangan dan pendampingan

terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH

40) Peiaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait PPLH;

41) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

42) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;



44) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;

45) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;

46)Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

41) Pengembangan kelembagaari kelompok masyarakat peduli LH;

48) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;

49) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;

50) Pengernbangan jenis penghargaan LH;

51) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;

52) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

53) Pernbentukan tim penilai penghargaan yang kompeten: dan

54) Dukungan program pernberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional

(1) Seksi Pengelolaan Sampah

Seksi pengelolaan sampah mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tuqas pengelolaan

sampah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas.. seksi

pengelolaan sampah menyelenggarakan fungsi:

a). Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;

b) Penetapantarget pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap

kurun waktu tertentu;

c) Perurnusan kebijakan pengurangan sampah;

d) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;

e) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai

oleh proses alam;

f) Pembinaan pendaur ulangan sampah;

g) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

h) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari prod uk dan kemasan produk;

i) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;

j) Koordinasi pemiJahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir

sampah;

k) Penyediaan sarpras penanganan sampah;

I) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

m) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

n) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan

open dumping;

0) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

p) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

q) Pelaksanaan kerjasarna dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan



r) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

s) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah
dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

t) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan
pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

u) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan

v) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampan yang
dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).

(2) Seksi PengefofaanL.imbah83
Seksi Pengelolaan Limbah 83 mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan hlengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan limbah
83 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, seksi pengelolaan
lirnbah 83 menyelenggarakan fungsi:
a. Perurnusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah 83

(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalamsatu daerah
Kabupaten/Kota;

b) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah 83 dalam satu daerah
Kabupaten/Kota;

c) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah 83

dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
d) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah 83

(pengajuan, perpanlangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah

Kabupaten/Kota;
e) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpullimbah 83;
f) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah 83 menggunakan alat angkut roda

3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

g) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Lirnbah 83 dilakukan dalam satu daerah

Kabupaten/Kota;
h) Pelaksanaanperizinan penguburan limbah 83 medis; dan
i) Pemantauan dim pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan,

pengangkutan dan penimbunan limbah 83.

(3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
peningkatan kapasitas lingkungan hidup Dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana diatas, seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup



a) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan .Ioka/ atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal ataupengetahuan
tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA

terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; .

d) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
e) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
f) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokalatau pengetahuan

tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
g) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradlslonal terkait PPLH;
h) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan

pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

. terkait PPLH;
i) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait PPLH;
j) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisicnal terkait PPLH;
k) Penyiapan sarpras peningkatan kapasltas dan peningkatan kerjasama MHA,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
I) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
rn) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
n) Pelaksanaan diktat dan penyuluhan LH;
0) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

p) Pengembangan kelembagaan kelompokmasyarakat peduli LH;

q) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;

r) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
s) Pengenibangan jenis penghargaan LH;

t) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;

u) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
v) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan



Bagian Keenam
Bidang P&ngendalian Pencemaran dan Kerusa.kan Lingkungan Hidup

Pasal13

Bidang PengendaUanpencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas
pokok memlmpln, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
pengendalian pencemaran dan kerusakan Iingkungan yang meliputi penerapan sistem

mansjemen lingkungan, analisi mengenai dampak lingkungan hidup dan dokumen
lingkungan lainnya, pembinaan terhadap sumber pencernar.

Pasal14

Untuk melaksanankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan
fungsi:
1)Pelaksanaan pernantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
2) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan Iaut;
3) Penentuan baku mutu lingkungan;
4) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberianinformasi, penqisolaslan

serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
5) Pelaksanaan pemulihan pencemaran. (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan

restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
6) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
7) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian

peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada

masyarakat;
8} Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non

institusi;

9) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
10} Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar

institusi dan non institusi;

11) Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (Iaboratorium Iingkungan);
12) Penentuan kriteria baku kerusakan Iingkungan;

13} Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

14} Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta
penghentian) kerusakan lingkungan;

15} Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, temediasi, rehabilitasi dan restorasi)
kerusakan Iingkungan;



18) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

19)Pelaksanaan pencadanqan sumber daya alam;

20) Petaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

21) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan pemyusunan profil emisi GRK;

22) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

23) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan,

dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

24) Pernantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

25) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan

26) Pengembangan sistem informasi. dan pengelolaan database keanekaragaman

hayati

{1} Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi pencemaran lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, rnenqevaluasl dan melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian

pencemaran lingkungan. Oalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagaiman

diatas, seksi pencemaran lingkungan menjalankan fungsi :

a) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

b} Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;

c} Penentuan baku mutu lingkungan;

d} Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

e} Pelaksanaan pemulihan pencemaran. (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan

restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

f) Penentuan baku mutu sumber pencemar;

g) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian

peringatan akan pencemaran atau kerusakan Iingkungan hidup kepada

masyarakat;

h) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non

institusi;

i} Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

j} Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber

pencemar institusidan non institusi; dan

k) Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (Iaboratorium lingkungan).

{2} Seksi Kerusakan Lingkungan

Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tuqas pelavanan dan



a) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

b) Pelaksanaan pernantauan kerusakan lingkungan;

. c) Pelaksanaan penahggulangan (pemberian infonnasi, pengisolasian serta

penghentian) kerusakan lingkungan; dan

d) PeJaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi)

kerusakan lingkungan·

(3) Seksi Perneliharaan Lingkungan Hidup

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyal tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, menqevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemeliharaan

lihgkungan hidup. /"Dalarn . melaksanakan tugas fungsinya diatas, seksi

pemeliharaan lingkungan hidup mempunyai fungsi :

a). Pelaksanaan perlilidungan sumber daya alam;

b) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

c) Pelaksanaan pernanfaatan secara lestari sumber daya alam;

d) Pelaksanaan peneadangan sumber dayaalam;

. e) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

f) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;

g) Perencanaan konservasl keanekaraqaman hayati;

h) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan,

dan pengendalian kerusakan keanekaragamanhayati;

i) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman

hayati;

j) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan

k) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman

hayati.

Bagian Ketujuh

Bidang Pertanahan
Pasal15

Bidahg Pertanahan rnempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas di bidang pertanahan

Pasal16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, bidang pertanahan

menyelenggarakan fungsi:



a) Membantu Asis~en Administrasi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas di

bidang administrasi pertanahan dan ganti rugi tanah dan penyelesaian rnasalah
tanah;

b) Menyusun rencana dan program kerja Bagian, Pertanahan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

c) Memimpin,mendistribusikan, dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

para Kepala Sub Bagian, sesuai bidang tugasnya;

d) Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan,

perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan administrasi

pertanahan danganti rugi tanah dan penyelesaian masalah tanah;

e) . Melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaankebijakan daerah di

bidang administrasi pertanahan dan ganti rugi tanah dan penyelesaian masalah

tanah;

f) Menyiapkan bahan kebijakan, bitnbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis

yang berkaitan dengan administrasi pertanahan dan ganti rugi tanah dan

penyelesaian masalah tanah;

g) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan, pemberian dukungan dan

bantuan, monitoring dan evaluasidibidang tata guna tanah, pengaturan

penguasaan tanah,ganti rugi tanah, pengurusan dan penanganan masalah

pertanahan, pengadaan dan perolehan tanah serta pengukuran

h) Membina dan memotivasi serta rnemellhara kemampuan berprestasi pegawai di

Bagian Pertanahan,dalam rangka peningkatan produktifitas kerjadan

mengembangkan karier pegawai;

mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugasi) Memantau,

bawahan;

j) Mengoreksi dan menyernpurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang

adtninistrasi pertanahan dan ganti rug; tanah dan penyelesaian masalah tanah;

k) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan pemerintah daerah di bidang

administrasi pertanahan dan ganti rugi tanah dan penyelesaian masalah tanah;

I) Melaksanakan koordlnasl dengan satuan keria perangkat daerah dan konsultasi

vertikal dalam rangka pelaksanaan kegiatan;

m) Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi

Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pertanahan dan ganti

rugi tanah dan penyelesaian masalah tanah, dalam rangka pengambilan

. keputusan/strategi kebijakan daerah;

n) Melaporkan kepada Asisten Administrasi Pemerintahan setiap selesai

melaksanakan tugas/penugasan;

0) Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian



p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Permasalahan Tanah
Seksi permasalahan tanah rnempunyal tugas pokok memimpin, merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas permasalahan tanah. Dalam

melaksanakan tugas fungsinyadiatas, seksi Permasalahan Tanah mempunyai
fungsi:
a. Menyusun program kerja sub Bagian Permasalahan Tanah untuk acuan

pelaksanaan tugas;
b. Menerima, meneliti dan mengkaji laporan pengaduan sengketa tanah;
c. Melakukan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah;
d. Mengkoordinasikan dan menetapkan langkah-Iangkah penanganan

penyeJesaiansengketa tanah;
e. .Memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk

mendapatkan kesepakatan;
f. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang Peraturan Pertanahan;
g. MeJakukan pembentukan Tim Pengawasan dan PengendaJian;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pertanahan

sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Inventarisasi Tanah
Seksi Inventarisasi Tanah mempunyai tugas pokok memimpin,merencanakan,

meJaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas inventarisasi tanah. Dalam

melaksanakan tugas fungsinya diatas, seksi inventarisasi tanah mempunyai fungsi :

a. Menyusun program kerja Sub Bagian Inventarisasi Tanah untuk acuan
pelaksanaan tugas;

b. Menginventarisir tanah asset Pemerintah Daerah;
c. Menginventarisir kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja untuk

kepentingan pembangunan;
d. Menginventarisir dan mengidentifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan

tanaman pangansemusim;
e. Mengkompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan tanah, peta wilayah

tanah usaha, peta persediaan tanah, RT, RW dan rencana pembangunan;
f, Menyusun draft final rencana kegiatan penggunaan tanah;
g. Melakukan Koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah

dengan lnstansl terkait;

h. Melakukan sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah
kepada instansi terkait;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pertanahan
sesuai denaan bidana tuaasnva.



(3) Seksi Pengadaan Tanah

Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,
meiaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pengadaan tanah. Dalam
melaksanakan tugas fungslnya diatas, seksi pengadaan tanah mempunyai fungsi :
a. Menyusun programkerja Sub Bagian Pengadaan Tanah untuk acuan

pelaksanaan tugas;
b. Memproses kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk asset Daerah

sampai dengan sertifikasinya serta penyerahan asset dengan berita acara;
c. Memproses pengadaan tanah untuk kepentingan/fasilitas umum;
d. Memprosessertifikasi tanah;
e. Memproses penerbitan suratkeputusan subyek dan obyek retribusi tanah serta

g,anti kerugian;
f. Melaksanakan tukar menukar asset Pemerintah Daerah;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal17

UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok Melaksanakan kegiatan
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penanganan sarnpah

di Kabupaten Musi Rawas Utara
Pasal18

Dalammelaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, UPTD Pengelolaan Sampah

menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan pemilhan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari

sumber sampan ke TPS dan/atau TPS3R Kabupaten
2. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari

sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST Kabupaten
3. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan; pengomposan, daur ulang materi

dan mengubah sampan meniadi sumber energi).
4. Pelaksanaanpemerosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan

tanah, penqolahan lindi, penanganan gas).
5; Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur

(fasilitas dasar, fasilitas perlindungan Iingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas

penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atauTPST Kabupaten



6. PeJaksanaan perencanaan, pemantauan dan .evaluasi daya dukung sarana
pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir
Kabupaten

7. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPSTfTPA Kabupaten

Bagian Kesembilan
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal19

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok Melaksanakan kegiatan

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian
parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium
Iingkungan

Pasal20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, UPTD Laboratorium
Lingkungan nienyelenggarakan tungsi:
1. Menetapkan tugas dan fongsi personel sesuai dengan kompetensinya.
2. Menjaga standar kornpetensl dan objektifitas personel.

3. Monitoringdan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian
parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium.

4. Menjaga keselarnatandan kesehatan·kerja.
5. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji

parameter kualitas lingkungan.

6. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.

7. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas

lingkungan.
8. Validasi klaimketidakpastian pengujian.
9. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan.
1O.Menjagakomitmen manalemen mutu sesuai registrasi sertitikasi akreditasi.

11. Pelaksanaan dokumentasi sistern manajemen mutu laboratorium

12. Penanganan pengaduan hasil pengujian.
13.Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran

Iingkungan.
14.Mernberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak.
15. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak.
16. Membantu dalarn melaksanakan oenaawasan terhadao industri denaan menoambil
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Pasal21

1. Kel6mpok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagiah tugas

Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2. KeiompokJabatan Fungsiohal terdirid~r:i'sejumlah tenaga fungsional yang diatur

dan ditetapkan berdasarkan peraturan,pen:indang~undangan.
"'. ',' "

3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpiri':olehse9rang tenaga fungsional senior
, " ~ '.' ..-,

":: ... "f!':; .
yang ditunjuk.:: > ',,':,

4. Jumlahtenaga fungsional qitentukan b~r~a$ar~an kebutuhan dan beban kerja.
. ." , .! .

5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyel .tugas sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
, ',
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,,:',I(ETENTUAN PENUTUP

Pasa.12,2·,

Peraturan Bupati ini mulal b~rlaku pada tanggal diundangkan.

.. " ,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya~dalam BeritaDaerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

, Ditetapkan di Muara Rupit
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Diundahgkan di Muara Rupit
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